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ABSTRAK 

 

MODEL PEMBIAYAAN DENGAN POLA PENYERTAAN BAGI HASIL 

PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA 

(Studi pada PT. Sarana Lampung Ventura) 

 

Oleh: 

Sunaryo, Hamzah, Lindati Dwiatin, Torkis L. Tobing, Amanda P. Amelia 

 

Perusahaan Modal Ventura (PMV) dalam melakukan penyertaan modal pada 

Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) pada umumnya dilakukan dalam bentuk bagi hasil 

(profit sharing). Kenyataan tersebut tidak terlepas dari kemampuan PMV yang masih 

terbatas dan juga disebabkan keberadaan PPU yang tidak memungkinkan untuk 

dilaksanakan penyertaan modal secara langsung dalam bentuk saham. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji mengenai model pembiayaan dengan pola penyertaan bagi 

hasil yang dilaksanakan oleh PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV). Jenis penelitian 

ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan 

masalah dilakukan dengan non judicial case study. Hasil penelitian dan pembahasan 

menunjukkan bahwa PT. SLV dalam melakukan pembiayaan dengan pola bagi hasil 

dilakukan dengan cara terlebih dahulu menetapkan syarat dan prosedur yang sudah 

dibakukan. Model pembiayaan dengan pola bagi hasil dilakukan berdasarkan 

kesepakatan dengan persentase tertentu dari keuntungan bersih selama jangka waktu 

tertentu, yaitu antara waktu tiga hingga lima tahun. Besaran persentase pola bagi hasil 

pada setiap PPU berbeda-beda tergantung pada jumlah pembiayaan dan jenis usaha 

yang dijalankan PPU. Meskipun bentuk penyertaan modal berupa bagi hasil, namun 

PPU wajib untuk membayar pokok pembiayaan yang dapat diangsur berdasarkan 

kesepakatan mengenai besaran dan jangka waktumya. Untuk mengamankan risiko 

investasinya, PMV melakukan mitigasi dengan cara pengikatan atas objek  jaminan 

yang dibuat dalam bentuk akta notariil 

 

Kata Kunci: Bagi hasil, Penyertaan modal, PT. SLV 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lembaga pembiayaan merupakan suatu bentuk usaha yang peranannya sangat penting 

dalam perekonomian khususnya di bidang pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. 

Lembaga pembiayaan pada prinsipnya hanya bergerak di bidang penyediaaan dana, 

berbeda dengan lembaga keuangan yang bisa menarik dana dalam bentuk tabungan, 

giro, dan deposito. Ada 3 (tiga) bidang usaha dalam lingkup lembaga pembiayaan yaitu 

Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan 

Infrastruktur. Keberadaan lembaga pembiayaan berperan sebagai salah satu alternatif 

penting dalam menunjang perekonomian nasional.1 Salah satu bentuk bidang usaha 

lembaga pembiayaan yang menjadi pilihan masyarakat dan dunia usaha dalam berbisnis 

adalah pembiayaan modal ventura. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/PJOK.05/2015 

tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Modal Ventura 

(PMV) adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, 

pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain dengan 

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembiayaan modal ventura di Indonesia saat 

ini dibutuhkan untuk membantu perusahaan yang terhambat modal atau dana dalam 

mengembangkan suatu bisnis usahanya.2 Keberadaan modal ventura ditujukan sebagai 

alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang 

belum bankable karena dilihat dari bentuk usahanya yang belum berbadan hukum 

sehingga memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan dan peluang untuk mengakses ke 

sektor pembiayaan seperti perbankan.3 

 

 
1 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangandan 

Pembiayaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 8. 
2 Miranda Nasihin, Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan, Buku Pintar, Yogyakarta, 

2012, hlm. 106. 
3 Hasanudin Rahman, 2008, Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura, PT. Citra Aditya 

Bakti: Bandung, Hlm. 71. 
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Keberadaan Perusahaan Modal Ventura di Indonesia diawali dengan didirikannya PT. 

Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), yaitu sebuah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan sebesar 82,2% dan Bank 

Indonesia sebesar 17,8% berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1973 

tentang Penyertaan Modal Negara. Sejak saat itu, Perusahaan Modal Ventura (PMV) 

kemudian berkembang dengan sangat pesat. Pada tahun 1973, BUMN yang bergerak 

dalam modal ventura ini mendirikan anak usaha, yaitu PT. Bahana Artha Ventura 

(BAV). Selanjutnya PT. Bahana Artha Ventura (BAV) membentuk perusahaan-

perusahaan modal ventura daerah (PMVD) di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. 

Sejak saat itu keberadaan dan perkembangan Perusahaan Modal Ventura dikenal oleh 

masyarakat luas.4 

Pada awalnya pengawasan terhadap aktivitas bisnis modal ventura secara teknis 

mengenai pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Selanjutnya sesuai dengan amanah ketentuan 

peralihan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, sejak tanggal 31 Desember 

2012 maka terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan 

kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan dari Menteri Keuangan dan 

Bapepam LK diambil alih oleh OJK.5 Sejak saat itu, dalam rangka 

menumbuhkembangkan industri modal ventura maka dilakukan penyempurnaan dan 

penyesuaian terhadap beberapa ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha oleh 

Perusahaan Modal Ventura yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

Nomor 35/PJOK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan modal ventura yaitu Perusahaan Modal 

Ventura adalah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Menurut Pasal 1 POJK Nomor 

35/PJOK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura yang 

dimaksud dengan PPU adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha 

mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi yang menerima penyertaan modal 

dan/atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari Perusahaan Modal Ventura 

 
4 Op.cit., hlm. 2. 
5 Mireza Fitridi, Juli 2014, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal 

Ventura Asing Dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung Di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum 

Vol. 1 No. 2, hlm. 80. 
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(PMV), Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS), atau Unit Usaha Syariah (UUS). 

Karakteristik dari Perusahaan Modal Ventura adalah suatu lembaga bisnis yang 

memiliki risiko tinggi (high risk) dan high return investment serta bukan suatu usaha 

yang bersifat spekulatif.6 Ciri khas modal ventura salah satunya adalah bahwa 

pembiayaan modal ventura berisiko tinggi karena risiko dari modal usaha (risk capital) 

tidak didukung oleh agunan (collateral)7 melainkan hanya melihat atau didasarkan pada 

prospek usaha yang dibiayai tersebut.8 Meskipun demikian, keberadaan modal ventura 

memiliki potensi yang besar dalam  memberikan kontribusi dalam perkembangan bisnis 

di Indonesia. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, modal ventura dapat 

berperan penting dalam memacu proses perbaikan ekonomi saat ini, karena dengan 

modal ventura akan banyak UMKM yang bangkit menjadi usaha mandiri, dengan 

ditopang oleh modal dan sistem manajemen yang profesional. 

Bentuk pembiayaan dan/atau penyertaan modal pada bidang usaha modal ventura 

terbagi menjadi 2 (dua), yaitu penyertaan langsung (direct investment) dan penyertaan 

tidak langsung (indirect investment).9 Penyertaan modal oleh Perusahaan Modal 

Ventura dalam bentuk penyertaan secara tidak langsung (indirect investment) 

merupakan penyertaan bukan dalam bentuk modal saham (equity) melainkan dalam 

bentuk obligasi konversi atau partisipasi terbatas/bagi hasil (profit sharing). 

Dalam praktik bentuk pembiayaan bagi hasil saat ini paling banyak diminati, hal ini 

disebabkan oleh latar belakang dan kondisi Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang 

umumnya merupakan usaha kecil dan bentuk usahanya sebagian besar usaha 

perseorangan serta tidak berbadan hukum. Pola pembiayaan ini menekankan pada 

aspek-aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai.  

PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) merupakan suatu perusahaan modal ventura 

yang berkedudukan dan satu-satunya Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang ada di 

 
6 Rudyanti Dorotea Tobing, September2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan usaha 

Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Modal Ventura”, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 1 No. 

2,hlm. 134. 
7 Khotibul Umam, 2010, Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, 

dan Koperasi), BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 32. 
8 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 19. 
9 Budi Rachmat, 2005, Modal Ventura: Cara Mudah Meningkatkan Usaha mikro, kecil dan 

menengah, Ghalia Indonesia, hlm. 31-33. 
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Provinsi Lampung. PT. Sarana Lampung Ventura didirikan pada tanggal 8 Mei 1995 

dan telah memperoleh izin Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.017/1995 pada tanggal 

24 Mei 1995.  

Tujuan PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) sebagai pelopor modal ventura untuk 

turut ikut serta mendukung pembangunan perekonomian khususnya di Provinsi 

Lampung dengan memberikan pembiayaan modal ventura kepada mitra pelaku usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain memberikan pembiayaan modal ventura, 

PT. Sarana Lampung Ventura juga turut memberikan fasilitas pembiayaan dan 

pendampingan manajemen kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk 

mendukung dan mengembangkan usaha para pelaku usaha sehingga UMKM akan lebih 

produktif dalam menjalankan usahanya. 

Pembiayaan usaha produktif dengan pola bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Sarana 

Lampung Ventura (PT. SLV) merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling 

diminati oleh para pelaku usaha di Provinsi Lampung. Hal tersebut dinilai dari 

kemudahan terhadap akses pembiayaan yang hanya melihat pada prospek usaha yang 

dijalankan dan fokus pembiayaan yang dilakukan diprioritaskan untuk kalangan usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang belum berbadan hukum serta dalam tahap 

pengembangan.  

Jenis pembiayaan dalam bentuk pembiayaan produktif pola bagi hasil ini telah 

dilakukan oleh PT. Sarana Lampung Ventura sejak tahun 1995 dan sudah mempunyai 

355 (tiga ratus lima puluh lima) Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Selain itu, dalam 

kegiatan pembiayaannya PT. Sarana Lampung Ventura ikut serta memberikan 

pendampingan manajemen kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sebagai 

konsekuensi dari pembiayaan yang telah dilakukan. Hal ini yang membedakan antara 

perusahaan modal ventura dengan pembiayaan lainnya sehingga menarik untuk bagi 

para pelaku usaha untuk memanfaatkan bidang usaha ini. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai penyertaan modal dengan pola pembiayaan bagi hasil 

yang dilakukan oleh PT. Sarana Lampung Ventura kepada Perusahaan Pasangan 
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usahanya dengan judul “Model Pembiayaan dengan Pola Penyertaan Bagi Hasil   

pada Perusahaan Modal Ventura (Studi pada PT. Sarana Lampung Ventura)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah model pembiayaan dengan pola penyertaan  bagi 

hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura kepada Perusahaan Pasangan 

Usaha pada PT. Sarana Lampung Ventura? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan menganalisis model pembiayaan dengan pola penyertaan  bagi hasil yang dilakukan 

oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada Perusahaan Pasangan Usaha pada PT. 

Sarana Lampung Ventura 

 

D. Kontribusi Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini berguna sebagai salah satu upaya untuk memberikan 

sumbangan pemikiran serta pemahaman baru bagi masyarakat dan perusahaan 

mengenai model pembiayaan dengan pola bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan 

Modal Ventura (PMV) kepada Perusahaan Pasangan usaha (PPU). 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian yang dilakukan mampu memberikan informasi atau referensi bagi 

mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan 

masyarakat luas tentang model pembiayaan dengan pola bagi hasil yang dilakukan oleh 

Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada Perusahaan Pasangan usaha (PPU). 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Perusahaan Modal Ventura 

1. Pengertian Perusahaan Modal Ventura 

Modal Ventura (Venture Capital atau Risk Capital) adalah modal yang diinvestasikan 

pada suatu usaha yang mengandung risiko. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 35/PJOK.05/2015 Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan 

melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam 

rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur. Modal ventura merupakan 

salah satu bidang usaha dari lembaga pembiayaan yang relatif baru berada di Indonesia. 

Secara institusional dan formal, Modal Ventura ada setelah dikeluarkannya peraturan 

berupa Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan 

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata 

Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. 

Seiring perkembangan zaman, terjadi perubahan mengenai peraturan mengenai modal 

ventura dalam rangka menumbuhkembangkan industri perusahaan modal ventura agar 

dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional, maka perlu dilakukan 

penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha oleh perusahaan 

modal ventura yaitu dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Dalam 

peraturan terbaru ini, perusahaan modal ventura dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 

Perusahaan  Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS). 

Menurut Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, pengertian Perusahaan Modal 

Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan 

kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK. Sedangkan Perusahaan Modal Ventura 

Syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, 

pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK yang 

seluruhnya dilaksanakan berdasarkan pada prinsip syariah. 
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Kegiatan usaha yang dijalankan oleh modal ventura adalah berupa pembiayaan dalam 

bentuk sebagai berikut: 

a. Penyertaan saham (equity participation) 

b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation) 

c. Pembiayaan melalui pembelian surat utang (obligasi) yang diterbitkan perusahaan 

pasangan usaha pada tahap rintisan awal (start-up) dan/atau pengembangan usaha; 

dan/atau 

d. Pembiayaan usaha produktif 

 

2. Karakteristik Modal Ventura 

Beberapa karakteristik modal ventura yang membedakan dengan bidang usaha 

pembiayaan lain antara lain:10 

a. Modal ventura merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi (high risk). 

Dikatakan memiliki resiko tinggi karena dalam pembiayaan modal ventura tidak 

disertai jaminan atau agunan (collateral) seperti halnya pada perbankan. Modal 

Ventura hanya memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Pasangan Usaha 

(PPU) berupa pemberian pembiayaan dalam bentuk modal bukan pinjaman kredit, 

oleh karena itu semestinya tidak dikenakan bunga dan juga tidak dipersyaratkan 

adanya jaminan melainkan pembagian keuntungan secara bagi hasil antara 

Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). 

b. Pembiayaan yang diberikan hanya bersifat sementara, untuk jangka waktu tidak lebih 

dari 10 (sepuluh) tahun. Setelah jangka waktu berakhir, Perusahaan Modal Ventura 

wajib melakukan penarikan kembali penyertaannya (divestasi). Namun, dalam hal ini 

diberikan pengecualian kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang mengalami 

kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi. Pemberian restrukturisasi ini 

dilakukan dengan memberikan perpanjangan waktu selama 5 (lima) tahun.  

c. Motif utama dari modal ventura adalah motif bisnis yaitu mendapatkan keuntungan 

setinggi-tingginya, walaupun dengan risiko yang relatif tinggi pula. Sehingga 

keuntungan (return) yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura sebenarnya 

bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan deviden dan capital gain. 

 

10 Munir Fuady, 1999, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Citra 

Aditya Bakti. 
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d. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan ke Perusahaan Pasangan 

Usaha (PPU) bukan investasi jangka pendek, tetapi merupakan investasi untuk 

jangka menengah atau jangka panjang. 

e. Pembiayaan modal ventura bersifat investasi aktif. Artinya, dalam kegiatannya 

modal ventura disertai dengan keterlibatan dalam manajemen Perusahaan Pasangan 

Usaha (PPU) yang dibiayai. Keikutsertaan dalam memberikan pendampingan 

manajemen diharapkan dapat mengurangi risiko investasi dan membantu Perusahaan 

Pasangan Usaha (PPU) yang bersangkutan meningkatkan profitabilitas. 

f. Prototype dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan 

kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru serta usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM), tetapi perusahaan tersebut memiliki potensi untuk berkembang. 

 

3. Pengaturan Modal Ventura 

Sumber hukum yang mengatur modal ventura dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu 

dari segi hukum perdata dan dari segi hukum publik. Dari segi perdata, perjanjian 

adalah sumber utama hukum modal ventura, sedangkan dari segi publik adalah berbagai 

peraturan perundangan sebagai sumber utama dalam hukum modal ventura.11 

a. Perjanjian 

Perjanjian merupakan sumber hukum perdata yang utama dalam modal ventura. Seluruh 

perjanjian kegiatan usaha antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) atau Perusahaan 

Modal Ventura Syariah. Pada perjanjian modal ventura harus tercermin asas-asas yang 

berkaitan dengan kemauan kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Asas penting 

yang digunakan dalam perjanjian modal ventura adalah asas kebebasan berkontrak 

sebagaimana dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa 

“perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi yang 

membuatnya”. 

Sebagaimana dalam perjanjian pada umumnya, asas kebebasan berkontrak merupakan 

landasan dalam pembuatan suatu perjanjian pembiayaan melalui modal ventura. 

Ketentuan dalam asas ini memungkinkan setiap pihak yang hendak melakukan 

perjanjian bebas untuk membuat perjanjian berdasarkan kepentingan masing-masing 

 

11 Sunaryo, Op. Cit., hlm. 20. 

 



 

9 

 

pihak asalkan hal tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan, kesusilaan serta ketertiban umum. Setelah itu 

dituangkan dalam suatu perjanjian sebagai bukti dokumen yang sah bagi Perusahaan 

Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sesuai dengan ketentuan-

ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. 

b. Peraturan Perundang-undangan 

Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur usaha modal ventura dapat 

digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu: 

1) Peraturan perundangan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur usaha modal 

ventura sebelum terbentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK): 

a) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara 

Republik Indonesia. 

b) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. 

c) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. 

d) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan 

dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. 

e) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995 Tentang  Perubahan 

Keputusan Menteri keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 

1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan 

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

1256/KMK.00/1989 Tanggal 18 November 1989 Menteri Keuangan Republik 

Indonesia. 

2) Peraturan perundangan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur usaha modal 

ventura setelah terbentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : 

a) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

b) Peraturan Menteri Keuangan No. 8 /PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal 

Ventura. 

c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan 

Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 /POJK.07/2014 Tentang Lembaga 

Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. 
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e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 /POJK.05/2015 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. 

 

4. Jenis Pembiayaan 

Jenis pembiayaan dalam modal ventura dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara sebagai 

berikut: 

a. Penyertaan Langsung (Direct Investment) 

Penyertaan langsung adalah penyertaan modal oleh Perusahaan Modal Ventura 

(PMV) pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dengan cara mengambil bagian 

sejumlah tertentu saham Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Pola pembiayaan ini 

dikenal dengan pembiayaan langsung (equity financing) karena pembiayaan berupa 

penyertaan saham, maka bentuk badan usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)  

harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).  

b. Penyertaan Tidak Langsung (Indirect Investment) 

Penyertaan tidak langsung adalah penyertaan yang dilakukan  dengan membeli 

obligasi konversi (convertible bond) yang diterbitkan oleh Perusahaan Pasangan 

Usaha (PPU). Syarat dari pembiayaan ini adalah calon Perusahaan Pasangan Usaha 

(PPU)  harus sudah berbentuk perseroan terbatas (PT), atau akan menjadi PT 

bersamaan dengan masuknya Perusahaan Modal Ventura (PMV) sebagai pemodal.  

c. Pembiayaan Bagi Hasil (Profit Sharing) 

Pada konsep penyertaan modal dalam bentuk bagi hasil, Perusahaan Modal Ventura 

(PMV) dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sama-sama menyerahkan modal 

(asset) ke dalam usaha bersamanya. Besaran bagi hasil atas keuntungan ini 

ditentukan pada kesepakatan atau perjanjian awal dalam bentuk penyediaan modal 

kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)  dengan jangka waktu tertentu untuk 

kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan 

para pihak.12
 

 

 

 

 

 

 

 

12 Nur Syamsiah, 2019, “Analisis Pembiayaan Bagi Hasil dan Pendampingan Manajemen Bagi 

Perkembangan Pasangan Usaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Journal of Islamic Economics, 

Finance and Banking. Vol.3 No. 1, Syi’arIqtishadi , hlm. 9. 
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B. Tinjauan Umum Pembiayaan Bagi Hasil 

1. Pengertian Pembiayaan 

Istilah pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang diberikan oleh salah satu 

pihak untuk mendukung suatu investasi yang akan direcanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun bersama dengan lembaga terkait. Dilihat dari segi ekonomi, pembiayaan dapat 

diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lainnya atau 

penciptaan daya beli.13 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan 

bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM). Menurut Adiwarman A. Karim pembiayaan merupakan salah 

satu tugas pokok dari perbankan yang memberikan fasilitas, yaitu pemberian fasilitas 

penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.14 Berdasarkan defisini 

yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat pengertian pembiayaan adalah 

penyaluran dana yang dikeluarkan oleh salah satu pihak penyedia dana (pihak bank 

maupun lembaga keuangan lainnya) kepada pihak yang membutuhkan dana (nasabah). 

 

2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan 

Adapun fungsi dari pembiayaan antara lain sebagai berikut:15 

a. Meningkatkan daya guna uang baik itu untuk keperluan produktivitas usaha ataupun 

untuk peningkatan produksi. 

b. Meningkatkan daya guna barang dengan adanya pembiayaan maka akan terjadinya 

perpindahan suatu barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang atau rendah  

ke tempat yang lain yang lebih bermanfaat. 

c. Meningkatkan peredaran uang dengan pembiayaan yang disalurkan melalui 

rekening-rekening koran pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang 

giral dan sejenisnya. 

 
13 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008, Islamic Financial Management, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada), hlm. 2. 
14 Adiwarman A. Karim, 2013, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada), hlm. 113.  
15 Ibid., hlm. 19-21. 
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d. Guna stabilitas ekonomi. 

e. Sebagai jembatan atau sarana untuk meningkatkan pendapatan nasional. 

Adapun tujuan dari pembiayaan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu bersifat makro dan 

bersifat mikro.16 Tujuan pembiayaan bersifat makro antara lain adalah: 

1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak atau belum dapat akses 

secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan ekonomi maka mereka dapat melakukan 

akses ekonomi. 

2) Meningkatkan produktivitas, artinya dengan adanya pembiayaan memberikan 

peluang bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya produksinya. 

3) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan membuka sektor usaha melaui 

penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan semakin banyak 

menyerap tenaga kerja. 

Sedangkan tujuan pembiayaan bersifat mikro antara lain sebagai berikut: 

1) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya jika sumber daya alam dan sumber daya 

manusia, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan adanya 

pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya 

guna sumber-sumber daya ekonomi yang ada. 

2) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yang 

tinggi, yaitu mendapatkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan agar mampu 

memperoleh laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka 

perlu adanya dukungan dana yang cukup. 

3) Upaya meminimalkan risiko, artinya agar usaha yang dilakukan mampu 

menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu mencegah dan 

meminimalkan risiko yang mungkin timbul. 

 

3. Jenis-jenis Pembiayaan 

a. Ditinjau dari segi kegunaan 

1) Pembiayaan Investasi.  

Pembiayaan investasi adalah jenis pembiayaan yang digunakan untuk keperluan di 

masa yang akan datang dengan janka waktu masa pemakaian yang relatif panjang. 

 

16 Muhammad, 2005, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), 

hlm. 17-18. 
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2) Pembiayaan Modal Kerja 

Pembiayaan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan usahanya dalam meningkatkan produksi dalam operasional 

perusahaan. Pembiayaan modal kerja merupakan jenis pembiayaan untuk 

mendukung pembiayaan investasi yang sudah ada.17 

b. Ditinjau dari segi waktu 

1) Pembiayaan Jangka Pendek 

Pembiayaan jangka pendek memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan 

biasanya digunakan untuk pembiayaan modal kerja. 

2) Pembiayaan Jangka Menengah 

Pembiayaan jangka menengah dengan jangka waktu 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun. 

3) Pembiayaan Jangka Panjang 

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan dengan jangka waktu 3 (tiga) hingga 10 

(sepuluh) tahun. Pada Penyertaan saham yang dilakukan  modal ventura jangka 

waktu maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun. Setelah jangka waktu penyertaan 

habis atau selesai, maka perusahaan modal ventura harus melakukan divestasi atau 

menarik kembali atas penyertaan tersebut. 

c. Ditinjau dari segi jaminan 

1) Pembiayaan dengan jaminan 

Jenis pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang disertai dengan adanya  suatu 

jaminan atau agunan. Objek jaminan yang dimaksud seperti berupa benda 

berwujud atau benda tidak berwujud. Pembiayaan dengan jaminan ini biasanya 

dilakukan pada jenis pembiayaan pada lembaga keuangan seperti bank. 

2) Pembiayaan tanpa jaminan 

Jenis pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan 

melainkan hanya melihat dari prospek usaha dari debitur saja. Pembiayaan tanpa 

jaminan ini merupakan jenis pembiayaan yang dijalankan dalam pembiayaan 

modal ventura sesuai dengan ciri khas dari modal ventura itu sendiri, yaitu 

 

17 Kasmir, Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003). Cet Ke-4, 

hlm. 76. 
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investasi tanpa jaminan dan bersifat high risk. 

 

4. Pembiayaan Bagi Hasil 

Menurut terminologi, istilah bagi hasil dikenal dengan istilah profit sharing. Profit 

sharing artinya pembagian laba berdasarkan kesepakatan bersama untuk membagi 

keuntungan dari suatu usaha yang diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi dengan 

ongkos produksi atau operasional. Prinsip pembagian hasil dilakukan dengan cara 

seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dengan 

kedua belah pihak serta membagi hasil atau keuntungan dan memikul beban kerugian 

berdasarkan kesepakatan atau isi perjanjian bersama.18 

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/010/2012 tentang 

Perusahaan Modal Ventura menentukan bahwa pembiayaan berdasarkan pembagian 

bagi hasil yang dilaksanakan oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Pasangan 

Pasangan Usaha (PPU) dilakukan dengan pola: 

a. Pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (Profit Sharing) yang diperoleh atau 

dihasilkan dari selisih lebih total pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. 

b. Pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan (Revenue Sharing). 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Pembiayaan 

dengan pola atau prinsip bagi hasil pada modal ventura dilakukan dalam bentuk 

penyediaan modal kepada Pasangan Pasangan Usaha (PPU) dengan jangka waktu 

tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan 

kesepakatan para pihak sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Afzalur Rahman, 2003, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf), hlm. 

380. 
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C. Road Map Penelitian 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Metode 

penelitian hukum normatif empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum 

normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris karena meneliti dan 

mengkaji mengenai implementasi atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif berupa 

kodifikasi dan undang-undang yang berkaitan secara faktual pada setiap peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.19 Dengan demikian penelitian ini 

dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang 

terkait dengan model pembiayaan bagi hasil serta melakukan wawancara dengan salah 

satu pihak di PT. Sarana Lampung Ventura sebagai responden guna memperoleh 

informasi atau data yang berguna untuk bahan penelitian ini. 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum deskriptif (descriptive 

legal study) yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis 

mengenai objek yang diteliti.20 Penelitian hukum deskriptif yaitu dilakukan dengan 

pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang 

keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu dan pada saat tertentu atau pada 

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.21 Penelitian ini 

menggambarkan tentang model pembiayaan bagi hasil oleh Perusahaan Modal Ventura 

(PMV) kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) guna memperoleh suatu kebenaran 

yang akan digali oleh peneliti. 

C. Pendekatan Masalah 

Penelitian jenis normatif empiris ini menggunakan pendekatan masalah non judicial 

case study yaitu suatu pendekatan kasus berkaitan dengan hukum yang tidak ada 

 

19 Soekanto Soerjono, 2007, Sosiologi Suatu Pengantar,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 

hlm.9. 
20 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, 

Pustaka Belajar, hlm. 155. 

21 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 

hlm. 50. 
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konflik, sehingga tidak perlu adanya campur tangan dari pihak pengadilan. Pendekatan 

non judicial case study berpedoman pada peraturan, buku, literatur hukum serta bahan-

bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian dan 

pengambilan data langsung pada objek penelitian22 yang berkaitan dengan model 

pembiayaan bagi hasil oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada Perusahaan 

Pasangan Usaha (PPU). 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data merupakan informasi sebagai sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk 

memecahkan permasalahan dari penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer yang digunakan berasal dari lokasi penelitian, responden yang terkait 

dengan model pembiayaan bagi hasil oleh PT. Sarana Lampung Ventura. Sumber data 

primer diperoleh berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak internal perusahaan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan, 

yaitu dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu mengikat seperti peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu antara lain: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. 

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/010/2012 tentang Perusahaan 

Modal Ventura. 

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK.05/2015 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. 

 
22 Ronny Hanitijo Soemitro, 2010,Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: 

GhaliaIndonesia,hlm. 10. 
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5) Naskah Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Pola Bagi Hasil antara PT. Sarana 

Lampung Ventura dan Pasangan Usaha. 

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan dari bahan hukum primer berupa literatur seperti buku-buku 

ilmu hukum, karya ilmiah, dan jurnal dari kalangan hukum, laporan penelitian 

hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier merupakan bahan sebagai penunjang dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan 

maupun petunjuk yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni seperti internet, artikel, 

kamus, surat kabar, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Studi Pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip peraturan-

peraturan, buku-buku, karya ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan model 

pembiayaan bagi hasil oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada Perusahaan 

Pasangan Usaha (PPU). 

2. Studi Dokumen 

Studi Dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak 

dipublikasikan secara umum tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu, berupa dokumen 

perjanjian pembiayaan bagi hasil antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan 

Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. 

3. Wawancara 

Wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data langsung dari responden penelitian di 

lapangan.23 Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam permasalahan 

dengan menggunakan metode tanya jawab secara langsung terkait model pembiayaan 

bagi hasil oleh Perusahaan Modal Ventura kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). 

 

23 Johannes Supranto, Metode Penelitian Hukum dan statistic”, Jakarta: Penerbit Rinek Cipta, 

2003, hlm. 1. 
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Adapun pihak-pihak yang diwawancara adalah sebagai berikut: 

1) Direktur Utama PT. Sarana Lampung Ventura, Bapak Novri Al Hamid, S.E., M.M. 

2) Kepala Bagian Legal dan Appraisal PT. Sarana Lampung Ventura, yaitu Ibu Silca 

Ariani, S.H., M.H. 

3) Bapak Sujai selaku Pasangan Usaha PT. Sarana Lampung Ventura. 

4) Bapak Agus Setiawan selaku Pasangan Usaha PT. Sarana Lampung Ventura. 

5) Ibu Suci Rahmawati selaku Pasangan Usaha PT. Sarana Lampung Ventura. 

F. Teknik Pengolahan Data 

Metode pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:24 

1. Pemeriksaan Data (editing) 

Pada tahap ini akan dilakukan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh dari hasil 

wawancara dengan responden PT. Sarana Lampung Ventura serta mengoreksi hasil 

pemeriksaan data tersebut terutama mengenai kelengkapan jawaban yang dianggap 

sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan pokok permasalahan. 

2. Penandaan Data (coding) 

Pada tahap ini dilakukan pemberian tanda dari hasil studi kepustakaan, transkip 

wawancara, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh data tersebut dibaca dan ditelaah 

kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan sumbernya sehingga akan 

memudahkan dalam melakukan analisis data dan memberikan informasi yang objektif 

dalam penelitian. 

3. Penyusunan/Sistematisasi Data (constructing/systematizing) 

Data yang telah diedit dan diberi tanda kemudian disusun secara sistematis berdasarkan 

urutan rumusan masalah yang dikaji. 

G. Analisis Data 

Kegiatan analisis data dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan 

yang ada dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menginterpretasikan data yang 

dibahas dalam penelitian ini secara jelas, lengkap dan rinci. Adapun data yang dimaksud 

berupa hasil penjelasan dari wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan 

 
24 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 90-91. 
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permasalahan penelitian, dan studi kepustakaan. Selanjutnya dapat memberikan 

penafsiran atau gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini sehingga pada tahap akhir dapat ditarik suatu kesimpulan. 

 

H. Bagan Alir Penelitian 
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Jenis Penelitian 

Sumber Data 

Tipe Penelitian Pendekatan Masalah 

Pengolahan Data Pengumpulan Data 

Analisis Data 
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BAB 1V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tinjauan Umum Tentang PT. Sarana Lampung Ventura  

PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) adalah merupakan salah satu Perusahaan 

Modal Ventura Daerah (PMVD), yang berada di bawah jaringan PT. Bahana Artha 

Ventura (BAV). PT. Sarana Lampung Ventura didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 

15 tanggal 8 Mei 1995 oleh Soekarno, S.H., Notaris di Bandar Lampung. Akta 

Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2- 6052.HT.01.01.TH.95 tanggal 16 Mei 1995. 

Selanjutnya PT. Sarana Lampung Ventura telah memperoleh izin usaha untuk 

beroperasi menjalankan usahanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1995 tanggal 24 Mei 1995.  

 

PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) diresmikan pada tanggal 27 Mei 1995 oleh 

Bapak Mar’ie Muhammad yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia.25 PT. Sarana Lampung Ventura beralamat di Jalan Diponegoro No. 

69 A Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung di mana sampai saat ini 

perusahaan tersebut merupakan satu-satunya Perusahaan Modal Ventura yang ada di 

Provinsi Lampung.  

 

PT. Sarana Lampung Ventura didirikan dengan tujuan untuk:26 

1) Menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas UMKM di Lampung.  

2) Mengembangkan perusahaan yang masih merintis pada tahap awal yang sedang 

mengalami kesulitan dana.  

3) Membantu bagi perusahaan-perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.  

 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) 

dilandasi beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:27  

 
25 Wawancara dengan Bapak Novri Al Hamid sebagai Direktur Utama PT. Sarana Lampung 

Ventura.. 
26 Brosur PT. Sarana Lampung Ventura 
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a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang 

No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

b. Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan 

c. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan  

d. SK Menteri Kehakiman RI No. C2/6052 HT. 01 Tahun1995 tanggal 06 Mei 1995 

tentang Persetujuan Pendirian PT. Sarana Lampung Ventura  

e. SK Menteri Keuangan No. 22/KMK.017/1995 tentang Pemberian Izin Usaha 

Pembiayaan kepada PT. Sarana Lampung Ventura 

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/010/2012 tentang Perusahaan Modal 

Ventura. 

g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK.05/2015 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. 

h. Anggaran dasar PT. Sarana Lampung Ventura yang tertuang dalam Akta Notaris 

Soekarno No. 15/8 Mei 1995 

Produk - Produk PT. Sarana Lampung Ventura 

 a. Penyertaan Saham 

Jenis pembiayaan penyertaan modal ini berupa kerjasama dengan pola penyertaan 

saham diberikan kepada calon perusahaan pasangan usaha (PPU) dengan cara 

pembelian saham atau penyetoran modal pada perusahaan. Imbal jasa yang diperoleh 

PT. Sarana Lampung Ventura berasal dari deviden (laba) dan/atau keuntungan dari 

selisih nilai saham pada waktu dijual (divestasi). Syarat dari pembiayaan ini adalah 

perusahaan pasangan usaha (PPU) yang sudah berbentuk atau akan dibentuk badan 

hukum Perseroan Terbatas (PT).  

 

b. Obligasi Konversi 

Jenis pembiayaan ini berupa pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha (PPU) 

dengan cara pembelian surat hutang (obligasi) yang diterbitkan oleh perusahaan 

pasangan usaha (PPU), dengan opsi dapat dikonversi menjadi saham pada saat jatuh 

tempo untuk suatu jangka waktu tertentu. Pembelian obligasi konversi ini merupakan 

 
27 Data Internal PT. Sarana Lampung Ventura 
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pembelian sertifikat obligasi sebagai bukti kepemilikan yang dituangkan dalam 

bentuk perjanjian dengan akta notariil. 

c. Pembiyaaan Usaha Produktif Pola Bagi Hasil  

Jenis pembiayaan ini merupakan jenis usaha produktif berupa kesepakatan 

pembagian dengan persentase tertentu dari keuntungan bersih antara perusahaan 

pasangan usaha (PPU) dengan PT. Sarana Lampung Ventura dalam jangka waktu 

tertentu (perbulan atau persiklus usaha), sedangkan untuk pembayaran pokok 

pembiayaan dapat diangsur dengan kesepakatan mengenai jumlah dan jangka 

waktunya.28 

 

B. Model Pembiayaan dengan Pola Penyertaan Bagi Hasil pada PT. Sarana 

Lampung Ventura 

 

PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) telah melaksanakan kegiatan pembiayaan pada 

perusahaan pasangan usaha (PPU) dengan pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun 

dalam memberikan fasilitas pembiayaan dan pendampingan manajemen dalam rangka 

mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung.29 

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Lampung Ventura ((PT. SLV) 

khususnya dalam bentuk penyertaan modal bagi hasil merupakan jenis penyertaan 

modal secara tidak langsung yang di dalam praktik paling banyak dilakukan. 

  

Model pembiyaaan usaha produktif dengan pola bagi hasil merupakan kegiatan usaha 

produktif berupa kesepakatan dalam pembagian hasil dengan persentase tertentu dari 

keuntungan bersih yang diperoleh antara perusahaan pasangan usaha (PPU) dan PT. 

Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) dalam jangka waktu tertentu (perbulan atau 

persiklus usaha), sedangkan untuk pembayaran pokok pembiayaan dapat diangsur atau 

dicicil dengan kesepakatan jumlah dan jangka waktunya.30 Jumlah persentase pola bagi 

hasil yang diberikan kepada setiap pasangan usaha berbeda-beda, hal ini tergantung 

dengan jumlah pembiayaan dan jenis usaha yang dijalankan pasangan usaha. 

 

 
28 Brosur PT. Sarana Lampung Ventura. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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Adapun ciri khas atau karakteristik dari model pembiayaan dengan pola bagi hasil 

adalah sebagai berikut: 

1) Tujuan Pembiayaan 

Secara umum perusahaan pasangan usaha (PPU)yang melakukan pembiayaan usaha 

produktif dengan pola bagi hasil bertujuan untuk menambah modal usaha dalam 

rangka mengembangkan usahanya menjadi lebih maju. 

2) Jangka Waktu Pembiayaan 

Jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara PT. 

Sarana Lampung Ventura dan perusahaan pasangan usaha (PPU). Adapun jangka 

waktu yang ditawarkan dapat berupa hitungan bulan hingga tahun. Jangka waktu 

pembiayaan akan mempengaruhi besaran persentase keuntungan bagi hasil yang 

diberikan. Semakin lama jangka waktu pembiayaan yang disepakati maka semakin 

semakin kecil persentase bagi hasil. Begitu sebaliknya, semakin cepat jangka waktu 

pembiayaan maka semakin besar persentase bagi hasil yang diberikan. Selanjutnya, 

mengenai jangka waktu pembiayaan ini juga dituangkan dalam perjanjian akta 

notariil yang telah disetujui oleh para pihak. 

3) Jumlah Pembiayaan (Plafond Pembiayaan) 

Jumlah pembiayaan atau plafon pembiayaan yang diberikan dilihat berdasarkan 

plafond pembiayaan dengan melihat jenis usaha dan pendapatan calon perusahaan 

pasangan usaha (PPU). Sistem Pembayaran; 

4) Sistem pembayaran yang ditawarkan kepada perusahaan pasangan usaha (PPU) dapat 

berupa angsuran dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh para pihak. 

5) Jaminan Pembiayaan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 POJK Nomor 35 Tahun 2015 Perusahaan Modal 

Ventura wajib mengadakan mitigasi risiko atas kegiatan usaha investasi berdasarkan 

prinsip bagi hasil dilakukan dengan cara melakukan pengikatan jaminan atas objek 

jaminan. Wujud benda jaminan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak 

bergerak. Nilai dari benda yang dijadikan jaminan tersebut paling tidak dapat 

menutupi pembiayaan yang diberikan. Pada PT. Sarana Lampung Ventura, 

penerapan penggunaan jaminan pada pembiayaan hanya digunakan pada jenis 
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produk pembiayaan usaha produktif.31 Jaminan benda bergerak yaitu berupa benda  

jaminan kendaraan bermotor yang didaftarkan dan diberi sertifikat jaminan fidusia, 

sedangkan untuk jaminan benda tidak bergerak berupa tanah atau bangunan yang 

sudah dibebankan dengan hak tanggungan. Perjanjian dengan menggunakan jaminan 

hak tanggungan merupakan jenis perjanjian tambahan (accesoir). Perjanjian 

tambahan dengan menggunakan hak tanggungan merupakan perjanjian turunan dari 

perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan pola bagi hasil.  

6) Perjanjian Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan  

Perjanjian pembiayaan dalam hal ini terdiri dari menjadi 2 (dua), yaitu: 

a) Perjanjian yang berisi kesepakatan antara PT. Sarana Lampung Ventura dan calon 

perusahaan pasangan usaha (PPU) yang dibuat dihadapan notaris yang berbentuk 

akta notariil. 

b) Pengikatan jaminan yang dibuat dihadapan notaris berbentuk akta notariil. Dalam 

hal ini, jaminan yang telah diberikan oleh perusahaan pasangan usaha (PPU) 

didaftarkan pada asuransi sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi apabila 

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.  

Mekanisme yang dilakukan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT. Sarana 

Lampung Ventura yaitu calon perusahaan pasangan usaha (PPU) harus memenuhi 

persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Adapun syarat dan 

prosedur yang harus dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha (PPU) adalah 

mengajukan proposal atau surat permohonan terlebih dahulu dengan melampirkan 

dokumen-dokumen sebagai berikut:32  

1) Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami dan/atau istri  

2) Fotocopy Kartu Keluarga dan buku nikah  

3) Foto suami istri ukuran 3x4  

4) Fotocopy barang yang dijadikan jaminan seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan 

Bermotor) atau Sertifikat dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terakhir  

5) Fotocopy izin usaha (SIUP) /surat keterangan usaha dari lurah/desa. 

 
31 Wawancara dengan Ibu Silca Ariani sebagai Kepala Bagian Legal dan Appraisal PT. Sarana 

Lampung Ventura. 
32 Data Internal PT. Sarana Lampung Ventura 



 

27 

 

 

 

Syarat-syarat tersebut bersifat mutlak dan mengikat calon perusahaan pasangan usaha 

(PPU) karena apabila syarat-syarat yang diberikan tidak lengkap maka PT. Sarana 

Lampung Ventura tidak akan dapat memberikan pembiayaan terhadap calon perusahaan 

pasangan usaha (PPU) walaupun memiliki prospek usaha yang bagus.  

 

Selanjutnya setelah mendapatkan surat permohonan pengajuan pembiayaan dari calon 

perusahaan pasangan usaha (PPU), PT. Sarana Lampung Ventura melakukan evaluasi 

yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu meliputi kunjungan awal, proposal 

pembiayaan dan evaluasi, konfirmasi, pengikatan perjanjian dan jaminan, dan tahap 

pencairan dana. Berikut penjelasan mengenai tahap-tahap yang telah diuraikan, yaitu:33  

 

a. Kunjungan Awal 

 Pada praktik di perbankan seseorang yang bertugas untuk mencari nasabah disebut 

dengan marketing. Berbeda dengan perbankan di sini dengan modal ventura, pada PT. 

Sarana Lampung Ventura yang bertugas untuk mencari orang atau badan usaha calon 

perusahaan pasangan usaha (PPU) yang akan dibiayai. Petugas  dari PT. Sarana 

Lampung Ventura adalah Venture Capital Officer atau yang disebut dengan VCO.  

 

Dalam tahap ini, VCO melakukan kunjungan awal ke tempat usaha dari perusahaan 

pasangan usaha (PPU) dalam rangka menindaklanjuti permohonan yang telah diajukan 

oleh calon pasangan usaha. VCO akan menilai secara sepintas mengenai prospek usaha 

dari calon perusahaan pasangan usaha (PPU) dengan fokus utama pada:  

a) Latar belakang calon perusahaan pasangan usaha (PPU) 

b) Keterangan singkat mengenai usaha dari calon perusahaan pasangan usaha (PPU) 

c) Manajemen perusahaan pasangan usaha (PPU) 

d) Usulan pembiayaan  

e) Rencana Jaminan yang diberikan 

f) Usulan tindak lanjut dan rencana kerja dari VCO. 

 

Apabila menurut VCO usaha bisnis yang dijalankan calon perusahaan pasangan usaha 

(PPU) tidak menguntungkan maka VCO PT. Sarana Lampung Ventura memberitahukan 

 
33 Wawancara dengan Ibu Silca Ariani sebagai Kepala Bagian Legal dan Appraisal PT. Sarana 

Lampung Ventura. 
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hasil kajian tersebut kepada calon perusahaan pasangan usaha (PPU) secara lisan, 

sebaliknya apabila usaha calon perusahaan pasangan usaha (PPU) itu menurut VCO 

mempunyai prospek yang bagus maka calon perusahaan pasangan usaha (PPU) diminta 

membuat proposal pembiayaan yang akan diajukan ke Dewan Direksi. 

 

b. Proposal Pembiayaan dan Evaluasi 

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan berupa penilaian secara mendalam yang dinilai dari 

beberapa aspek. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci mengenai kelayakan 

pembiayaan yang diajukan oleh calon perusahaan pasangan usaha (PPU) yang telah 

dituangkan dalam proposal pembiayaan. VCO melihat segala aspek yang berkaitan 

dengan usaha calon perusahaan pasangan usaha (PPU) yang tertera dalam proposal 

kemudian mencocokkan dengan data yang telah di dapat dari tahap kunjungan awal.  

 

VCO yang terdiri dari minimal 4 (empat) orang yaitu kepala bagian legal dan appraisal, 

SDM, administrasi, dan investasi melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap 

proposal calon perusahaan pasangan usaha (PPU) dengan mengkaji beberapa aspek dari 

usaha calon perusahaan pasangan usaha (PPU) yang meliputi:  

a) Aspek hukum, termasuk perizinan usaha dan lain-lain  

b) Aspek finansial/keuangan dan usaha meliputi kualitas dan kapasitas produksi, 

pemasaran, sumber daya manusia, proyeksi, prospek serta resiko calon perusahaan 

pasangan usaha (PPU). 

 

c. Konfirmasi 

Pada tahap ini dilakukan pemberitahuan kepada calon perusahaan pasangan usaha 

(PPU) tentang hasil keputusan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau tidak. 

Apabila hasil rapat antara VCO dan Dewan Direksi diputuskan bahwa menyetujui maka 

PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) akan mengeluarkan Surat Persetujuan 

Pembiayaan (SPP). Surat persetujuan pembiayaan tersebut juga disertai dengan Nota 

Aplikasi Investasi (NAI) yang berisi tabel perhitungan angsuran imbalan jasa bagi hasil 

dan angsuran pengambilan pokok pinjaman yang bertujuan agar calon perusahaan 

pasangan usaha (PPU) mengetahui besaran bagi hasil, jangka waktu perjanjian, dan 

ketentuan lainnya.  

 



 

29 

 

 

 

d. Pengikatan Perjanjian dan Jaminan  

Apabila semua syarat dan prosedur telah terpenuhi dan dewan direksi menyetujui 

proposal calon perusahaan pasangan usaha (PPU), tahap selanjutnya yaitu pengikatan 

perjanjian dan jaminan. Tahap ini berupa penandatanganan perjanjian pembiayaan 

antara PT. Sarana Lampung Ventura dan calon perusahaan pasangan usaha (PPU) yang 

dilakukan dihadapan notaris. Perjanjian pembiayaan dibuat berdasarkan kesepakatan 

para pihak yang telah ditentukan. Selain itu, pada tahap ini dilakukan pula dilakukan 

pengikatan jaminan guna untuk memastikan bahwa secara legal PT. Sarana Lampung 

Ventura memiliki hak atas jaminan yang diberikan calon perusahaan pasangan usaha 

(PPU).  

 

Jaminan merupakan aspek penting yang harus dipenuhi yaitu untuk memberikan 

perlindungan kepada PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) apabila terjadi 

wanprestasi. KUHPerdata memberikan perlindungan yang bersifat umum kepada 

kreditur. Ketentuan perlindungan tersebut adalah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata 

yang pada pokoknya menetapkan bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan 

jaminan bagi pemenuhan atas kewajiban-kewajiban maka kreditur berhak untuk 

mengambil pelunasan piutangnya dari seluruh atau sebagian penjualan harta kekayaan 

debitur yang dijaminkan. Untuk itu, PT. Sarana Lampung Ventura mengalihkan risiko 

atas barang dari objek jaminan melalui asuransi. 

 

e. Pencairan Dana  

Untuk memperoleh pencairan dana, maka perusahaan pasangan usaha (PPU) harus 

memenuhi beberapa ketentuan yaitu:  

1) Calon perusahaan pasangan usaha (PPU) wajib membuat surat pernyataan menerima 

fasilitas pembiayaan yang disertai dengan kuitansi yang sah berdasarkan sejumlah 

dana yang diterima.  

2) Calon perusahaan pasangan usaha (PPU) wajib membayar biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan.  

 

Apabila semua persyaratan telah dipenuhi, maka calon perusahaan pasangan usaha 

(PPU) berhak memperoleh fasilitas pembiayaan dan mendapatkan pendampingan 
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manajemen dari PT. Sarana Lampung Ventura karena telah resmi menjadi perusahaan 

pasangan usaha (PPU) dari PT. Sarana Lampung Ventura.  

 

Pembiayaan usaha produktif pola bagi hasil yang dilakukan PT. Sarana Lampung 

Ventura bersifat sementara dengan jangka waktu maksimal 10 tahun. Jangka waktu 

pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Lampung Ventura hanya berkisar 3 (tiga) 

hingga 5 (lima) tahun berdasarkan perjanjian para pihak. Dalam hal ini, pengakhiran 

perjanjian pembiayaan dilakukan apabila perusahaan pasangan usaha (PPU) telah 

selesai melunasi kewajibannya kepada PT. Sarana Lampung Ventura tanpa dibebankan 

biaya-biaya lainnya. Sedangkan untuk perjanjian tambahan berupa pengikatan jaminan 

berupa benda tidak bergerak, maka harus menyelesaikan proses roya terlebih dahulu di 

kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional).34 Setelah semua selesai dapat dilakukan 

pengakhiran perjanjian pembiayaan dan serah terima jaminan oleh PT. Sarana Lampung 

Ventura kepada pasangan usaha. 

 

Prinsip pembiayaan bagi hasil pada hakikatnya yaitu seseorang menyerahkan modalnya 

kepada yang lain untuk bersama-sama melakukan usaha yang selanjutnya membagi 

hasil atau keuntungan dari usaha yang dijalankan tersebut serta memikul beban kerugian 

bersama berdasarkan isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati diawal. Dalam 

usaha bersama yang dijalankan apabila usahanya mengalami kerugian, maka  

sepenuhnya ditanggung bersama oleh pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi 

dikarenakan penyalahgunaan dari pihak pengelola.  

 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/010/2012 

tentang Perusahaan Modal Ventura menentukan bahwa pembiayaan berdasarkan 

pembagian bagi hasil yang dilaksanakan oleh Perusahaan Modal Ventura dan 

perusahaan pasangan usaha (PPU)  dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:  

a. Pembagian atas hasil usaha berdasarkan pada laba (profit sharing) yang dihasilkan 

dari selisih lebih total pendapatan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.  

b. Pembagian atas hasil usaha berdasarkan pada pendapatan (Revenue Sharing).  

 

 
34 Wawancara dengan Ibu Silca Ariani sebagai Kepala Bagian Legal dan Appraisal PT. Sarana 

Lampung Ventura. 
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Salah satu karakteristik dari bidang usaha Modal Ventura adalah pembiayaan modal 

ventura berisiko tinggi karena modal usaha (risk capital) serta tidak didukung oleh 

agunan (collateral) melainkan hanya didasarkan dari prospek usaha perusahaan 

pasangan usaha (PPU) yang dibiayai tersebut, namun pada PT. Sarana Lampung 

Ventura hal tersebut hanya berlaku untuk model pembiayaan berupa produk Penyertaan 

Saham dan Obligasi Konversi sedangkan untuk model Pembiyaaan Usaha Produktif 

Pola Bagi Hasil penggunaan agunan atau jaminan diperlukan dan dipersyaratkan 

sebagai bentuk dari mitigasi risiko atas kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.35 

 

Bentuk penyertaan modal dengan model bagi hasil yang dilakukan pada PT. Sarana 

Lampung Ventura dilakukan dengan cara ditetapkan terlebih dahulu jumlah persentase 

tertentu dari keuntungan setiap bulan atau setiap periode dari perusahaan pasangan 

usaha (PPU) yang akan diberikan kepada PT. Sarana Lampung Ventura. Hal ini sesuai 

dengan istilah profit sharing yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil 

bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan seluruh biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan bersih tersebut.  

 

Setiap perusahaan pasangan usaha (PPU) mempunyai persentase yang berbeda-beda, 

untuk menentukan besaran persentase bagi hasil dapat dilihat dari prospek usaha dan 

pendapatan masing-masing dari perusahaan pasangan usaha (PPU).36 Untuk 

pembayaran atau pelunasan pokok pembiayaan dapat diangsur dengan kesepakatan baik 

mengenai jumlah dan waktunya. Sehingga setiap bulannya perusahaan pasangan usaha 

(PPU) wajib membayar pokok pinjaman beserta bagi hasil yang telah disepakati. Secara 

lengkap ketentuan mengenai perhitungan keuntungan atau bagi hasil atas hasil usaha 

diatur di dalam Pasal 7 Naskah Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Pola Bagi Hasil 

antara PT. Sarana Lampung Ventura dan perusahaan pasangan usaha (PPU) 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pembiayaan 

perusahaan modal ventura (PMV) menerapkan prinsip penyertaan modal, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, namun dalam praktiknya pembiayaan yang dilakukan 

 
35 Wawancara dengan Ibu Silca Ariani sebagai Kepala Bagian Legal dan Appraisal PT. 

SaranaLampung Ventura. 
36 Ibid. 
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oleh PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) bukanlah penyertaan modal melainkan 

seperti bentuk pinjaman dengan prosedur yang hampir sama pada kredit perbankan pada 

umumnya seperti adanya persyaratan mengenai adanya jaminan. Penggunaan jaminan 

pada pembiayaan PT. Sarana Lampung Ventura pada dasarnya menyalahi prinsip modal 

ventura, di mana pada prinsipya perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan 

yang berisiko tinggi (high risk) karena tidak disertai jaminan melainkan hanya melihat 

prospek usaha dan pendapatan dari perusahaan pasangan usaha (PPU) yang akan 

dibiayai. Selain itu, dapat dikatakan high risk karena motif dan tujuan utama dari 

pembiayaan modal ventura mengharapkan keuntungan yang relatif tinggi sebagai 

imbalan dari model pembiayaan yang memiliki risiko tinggi.  

 

Secara teoritis dalam istilah pola bagi hasil sebenarnya tidak mensyaratkan adanya 

jaminan. Perusahaan pasangan usaha (PPU) dalam hal ini merupakan partner dari PT. 

Sarana Lampung Ventura (SLV) yang seharusnya sejak awal harus dilandasi oleh rasa 

saling percaya untuk bekerjasama. Namun apabila dilihat dari tujuan, adanya jaminan 

sebagai mitigasi risiko atas kegiatan usaha pembiayaan bagi hasil yang bertujuan 

sebagai pengikat dan memberi kepastian untuk menjamin tertib dan terpenuhinya 

pembayaran dengan tepat waktu dan jumlah yang telah disepakati oleh para pihak.  

 

Mengacu pada mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Sarana Lampung Ventura 

(PT SLV) pada praktiknya hanya menekankan untuk mendapatkan keuntungan yang 

besarnya telah ditetapkan di awal perjanjian dengan tanpa menanggung beban jika 

perusahaan pasangan usaha (PPU) mengalami kerugian yang dapat terjadi. Hal ini tentu 

berbeda dan tidak sejalan dengan prinsip bagi hasil, di mana para pihak semestinya 

membagi setiap keuntungan yang telah disepakati dan memikul beban kerugian bersama 

kecuali kerugian itu terjadi dikarenakan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan 

dari pihak pengelola perusahaan. 

 

 

 

 

 



 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V. PENUTUP 

 

B. Kesimpulan 

Model pembiayaan dengan pola bagi hasil pada PT. Sarana Lampung Ventura dilakukan 

dengan mewajibkan bagi calon Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) memenuhi 

persyaratan dan prosedur yang sebelumnya telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Pembiayaan dengan pola bagi hasil dilakukan dengan cara ditetapkan terlebih dahulu 

besaran jumlah persentase dari keuntungan setiap bulan atau setiap periode tertentu dari 

PPU yang akan diberikan kepada PT. Sarana Lampung Ventura. Besaran persentase 

pola bagi hasil yang diberikan kepada setiap PPU berbeda-beda, hal ini tergantung 

dengan jumlah pembiayaan, jenis usaha dan prospek usaha dari PPU. Dalam praktik, 

model pembiyaaan dengan pola bagi hasil masih diperlukan adanya agunan atau 

jaminan dan dipersyaratkan sebagai bentuk dari mitigasi risiko atas kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip bagi hasil. Masih dipersyaratkan adanya jaminan pada pola bagi 

hasil pada prinsipnya hampir sama seperti halnya bentuk pinjaman kredit perbankan 

pada umumnya. Adanya persyaratan jaminan dalam pembiayaan pola bagi hasil pada 

hakikatnya tidak selaras dengan prinsip dasar dari modal ventura, yaitu suatu bentuk 

pembiayaan yang berisiko tinggi (high risk) karena tidak disertai adanya jaminan 

melainkan hanya didasarkan pada prospek usaha dan pendapatan dari Perusahaan 

Pasangan usaha (PPU) yang akan dibiayai. 

B. Saran  

PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) sebelum memberikan pembiayaan dalam 

bentuk penyertaan modal diharapkan memberikan pengertian dan pemahaman terlebih 

dahulu pada calon Perusahaan Pasangan Usaha  (PPU) khususnya mengenai pola 

pembiayaan bagi hasil pada produk pembiayaan modal ventura. Informasi tentang 
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model pembiayaan dengan pola bagi hasil ini perlu disampaikan agar calon Perusahaan 

Pasangan Usaha (PPU) dapat mengetahui perbedaan antara produk pembiayaan modal 

ventura dan produk perbankan pada umumnya. 
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